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UNESA

PERATURAN REKTOR UNIVERS]TAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyatakat
serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan balgsa, berdasarkan Keputusal Menteri Keuangan
Nomor 50/KMK.OS|2OO9 Tentang Penetapan Universitas Negeri
Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi
Pemerintai Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

b. Bahwa dalam rangka melaksana-kan fleksibilitas Badan Layanan
Umum dan untuk meningkatkal layalan sebagaimana dimalsud
dalam huruf a, diperlukan pengaturan pelal<salaan pengadaan
barang/jasa dengan sumber dala berasal dari Peadapatan Negara
Bukan Pajak Badan Layanan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurufa dal b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri
Surabaya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Bada-n Layanan
Umum Universitas Negeri Surabaya.

l. Undang-Undaag Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangaa Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembarar Negara Republik indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimaaa telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Ta-hun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikal Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian
zuset, Teknologi, darr Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 14);

Mengingat
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Menetapkan

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik tndonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O19 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peraturar Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.0212006 Tahun 2O06
tentang Kewenangan Pengadaal Barang/Jasa Pada Badan Layanan
Umum;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, darr Pendidikan Tinggi Nomor 15
Tahun 2O16 tentang Orgalisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri
Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
624);

10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikaa Tinggi Nomor 79
Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 1858);

11. Peratural Lembaga Kebijalan Pengadaan Bararrg/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: SO/KMK.OS /2OO9 Tentang
Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen
Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yalg Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
46 1 / M / KYT.KP / 20 18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2078-2022;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN I.AYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGEzu SURABAYA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagial Pertama
De{inisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yarlg dima.ksud dengan:
1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di

lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yarrg dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatalnya
didasarkan pada prinsip eflsiensi dan produktivitas.

2. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat Unesa adalah
perguman tinggi yang menyelenggara-kan program pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam bidang kependidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

3. Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat
BLU Unesa adalah Universitas Negeri Surabaya yang ditetapkan sebagai Badan
Layanan Umum Penuh berdasarkaa Keputusan Menteri Keuangan Nomor
s0/KMK.0s/2009.
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4. Pengelola pengadaan barang/jasa adalah pejabat/sta-f yartg ditetapkan oleh
Rektor selaku Pemimpin BLU Unesa untuk melaksanal<al pengadaan
barang/jasa.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pej abat yang
memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaral untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggar€rn pada BLU Unesa.

6. Pejabat Pembuat Kornitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh Pemimpin BLU Unesa untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran pada BLU Unesa.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLU Unesa
untuk melaksanakan Pembelian Langsung barang/jasa termasuk pembelian
mela-lui E-marketplace.

8. Pokja Pemilihan adalah Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU
Unesa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode
Quotation I tender/ Penunjukan Langsung.

9. E-marketploce pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pada BLU Unesa.

10. Pemimpin Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya ya;rg selanjutnya
disebut Pemimpin BLU Unesa adalah Rektor yang bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional Badan Layanan Umum.

11. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
12. Pengguna (user) adolah unit kerja yang membutuhkan dan mengguna-kan hasil

pengadaan barang/jasa/ peke{aan konstruksi.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Renstra Unesa

untuk jangka wal<tu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran Tal.unarr yang selanjutnya disebut RBA adalah

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan,
target kinerl'a, dan anggaran BLU Unesa yang disusun untuk dilaksanakan
dalam jaagka waktu 1 (satu) tahun.

15. Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disebut PNBP adalah penerimaan
BLU Unesa yarrg berasal dari jasa layanal yang diberikan kepada masyarakat,
hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;

16. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatarr memperoleh barang, jasa, dan/atau
peke{aan konstruksi (ciuil utorks) yang dibiayai oieh PNBP BLU Unesa yang
prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaarr.

17. Keralgka Acuan Kerja Anggaran selanjutnya disebut KAK Anggaran adalah
dokumen yang menginformasikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup,
keluaran, darr keterangan lainnya tentang kegiatan.

18. Barang adalah jenis bentuk benda berwujud/tidal< berwujud, bergerak
dan/ atau tidak bergeral< yang digunakan/dipakai/dimanfaatkan atau dapat
diperdagangkan.

19. Jasa konsultansi adalah jasa konsultansi yang mengutamal<an kemampuan
olah pikir lbrainuarel dalam suatu tata kelola yang telah dikena_l luas di dunia
usaha, untuk menyelesaikal suatu pekerjaan.

2O. Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi dengan menggunakan peralatan,
metodologi khusus dan/atau keterampilan (skillutorel, dalam suatu tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekeq'aan.

21. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yalg meliputi
pembangunal, pengoperasian, pemeliharaal, pembongkaran dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
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22. Pengendali Kualitas adalah Pejabat atau Tim pada unit ke{a pengguna
barang/jasa dan/ atau Tim teknis yang memiliki keahlian khusus yang
ditetapkan oleh Rektor.

23. Perencana Pengadaan adalah Pejabat atau Tim yalg bertugas da-lam
perencanaan pengadaan barang/jasa dan ditetapkan oleh Rektor.

24. Penyedra barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha
yang menyediakal barang/jasa/pekeq'aan konstruksi berdasarkan perjanjian.

25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badal hukum.

26. DaItt Penyedia Terplllfl/ Vendor Management Sgstem selanjutnya disebut DPT
adalah da-ftar penyedia kompeten melalui evaluasi kualifrkasi dal/ atau kinerja,
yang akal digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa.

27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia
baralg/jasa/pekerjaan konstruksi yzrng memenuhi syarat dan kualitas untuk
mengajukan penawaran.

28. Quotation adalah metode pemilihan menggunakan perusahaan yang telah
terdapat dalam DPT (Vendor Management Sgstem)dengan spesifikasi yang telah
disusun secara professional untuk kemudian mengundang Penyedia
Baralg/Jasa untuk menyampaikal penawarannya.

29. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan kepada Penyedia Barang/Jasa,
tanpa melalui tender / Quotation untuk memenuhi kebutuhaa operasional
Unesa.

30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan dengan cara menunjuk
langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

31 . Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purctnsing ada-lah tata
cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-market
place I retail online.

32. Kontral adalah perjanjian tertulis antara Pihak Unesa dengan Penyedia
Baraag/Jasa.

33. Kartu Debit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat
digunakan untuk melakukan penarikan tunai, pemindahan dana, dan/ atau
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk
transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika
dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank
Umum.

34. Agen Pengadaan adalah Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) atau
Pelaku Usaha yang melalsalakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Unesa sebagai pihak pemberi
pekerjaan

35. Tim Pendukung adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan untuk membantu
KPA/PPK mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan serah
terima

36. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dike{akan sendiri oleh
Unesa/lnstansi Pemerinta-h lain/Organisasi Masyarakat, atau kelompok
masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Ttrjuan disusunnya Peratural Rektor ini adalah untuk mewujudkan pengadaan
barang/jasa pada BLU Unesa agar tercapai prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai
praltik bisnis yang sehat.
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Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pemberiakuan Peraturan Rektor ini adal.ah semua pengadaal
barang/jasa yang dilakukan oleh Unesa yang dananya bersumber dari PNBP.

Bagian Keempat
Kebij akan Umum

Pasai 4

Kebijakan umum pengadaan barang/jasa yaitu:
a. Barang/jasa yang diadakan didasarkan pada kebutuhan sesuai yang telah

direncalakan berdasarkan analisis secara matang oleh setiap fungsi/unit kerja
dalam bentuk rencara pengadaan barang/jasa disertai KAK Anggaran sebagai
dasar penyusunan perencanaan pengadaan yang dapat dikonsolidasik€rn sesuai
kebutuhan.

b. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip dan etika pengadaan
baraag/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

c. Mewajibkan setiap unit kerja yang terkait dengan proses perencalaan dan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk menciptakan pengendalian internal
dan melaksana.kannya sebagai unjuk kef a termasuk melakukan pemeliharaan
dan pemutakhiran data pada masing-masing unit kerja.

d. Mengutamakan sinergi dan strategi pengadaan barang/jasa terintegrasi, dengan
mempertimbangkan keekonomian terbaik (skala keekon omrar:., Total Cost of
Ownership), melalui konsolidasi seluruh fungsi pengadaan dari setiap unit ke4'a.

BAB II
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Pertama
Prinsrp Pengadaan

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Efisiensi, artinya pengadaan barang/jasa pada BLU menggunakan dana BLU

yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional
pendapatan pada kurun waktu tersebut.

b. Ekonomis, artinya pengadaan baralg/jasa pada BLU dij aiankan dengan kehati-
hatian terhadap pengeluaran ualg dan penggunaan barang.

c. Praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan baralg/jasa pada BLU
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam ralgka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
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Bagian Kedua
Etika Pengadaan

Pasal 6

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika
sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaal
Barang/Jasa;

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi
yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan
Pengadaan Barang/Jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. Menerima dal bertanggung j awab atas segaJa keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak laagsung, yang berakibat
persaingan usaha tidal< sehat dalam Pengadaan Baralg/Jasa;

I Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan nega-ra;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi;

dan
h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Baraag/ Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, dalam hal:
a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha,

merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badal
usaha lain yang mengikuti Tender yang sama;

b. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekeg'aan Konstruksi bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanalalnya/diawasinya,
kecua-li dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. Konsultan manajemen konstruksi berperal sebagai konsultan perencana;
d. Pengurus/malajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja

Pemilihan / Pej abat Pengadaarr pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
BLU Unesa;

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan badal usaha Penyedia; dan/atau

f. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dal/ atau
kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh
pemegang saham yang sama.
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BAB ]II
PARA PIHAK DAN KEWENANGANIVYA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Peiaku Pengad aan Barang/Jasa terdiri atas
a. KPA
b. PPK
c. Pejabat pengadaan
d. Perencana Pengadaan;
e. Po{a Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. Pengendali Kualitas; dan
h. Penyedia Barang/Jasa

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasa] 8

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa BLU Unesa melaksana-kal pendelegasian
sesuai dengaa pelimpahan dari Pengguna Anggaran.

(2) KPA memiliki tugas dan kewenangar sebagai berikut:
a. Menetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan bararrg/jasa;
b. Menetapkan Kebutuhan Anggaran;
c. Menandatangani kontrak/pe{anjial dengan Penyedia Barang/Jasa untuk

nilai pengadaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
d. Melakukan reviu atas hasil pelaksanaan tender yang dilakukan Pokja

Pemilihan, sebelum menandatangani kontrak;
e. Menilai kinerja penyedia barang/jasa yang tela-h selesai melaksanalan

pekerjaan
(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) yang terkait dengan:
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

dan/ atau
b. Mengadakan pe{anjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja

yang telah ditetapkan.
(4) Da.lam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat

merangkap sebagai PPK;

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasa-1 9

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
a. Menetapkan spesifrkasi teloeis/ KAK;
b. Menetapkan rancangan kontrak;
c. Menetapkan HPS;
d. Menetapkan besaran ualg muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
e. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;



I Melaksanakan E-purchasing untuk di atas Rp 500.000.OO0,O0 (lima ratus
juta rupiah);

g. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
h. Mengendalikan Kontrak;
i. Melaporkan pelaksa-naan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
j. Menyerahkan hasil peke{aan pelaksalaan kegiatan kepada KPA dengan

berita acara penyerahan;
k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seiuruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

dan
1. Menilai kine{ a Penyedia Barang/Jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaima-na dimaksud pada ayat (1), PPK
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan KPA, meliputi:
a. Melakukan tindakal yang mengakibatkan pengeluaran angg.uan belanja;

dan
b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas

anggarErn sampai dengan Rp 5O.000.000.OOO,0O (lima puluh miliar rupiah);.
(3) Dalam hal diperlukan, PPK dapat mengusulkan pembentukan Tim Pendukung

kepada Rektor dalarn rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaaa

Pasal 10

Bagian Kelima
Perencana Pengadaan

Pasai 11

(1) Perencana Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data kebutuhan pengadaan Barang/Jasa organisasi;
b. Menginventarisasi, mengelompokkal dal menganalisa kebutuhan

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka konsolidasi;
c. Membantu KPA dalam menyusun-Kebutuhan Anggaran;
d. Melakukan analisis pasar;
e. Melakukan monitoring pelaksaaaan pengadaan barang/jasa

(2) Perencana Pengadaan diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

-8-

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pembelian langsung;
b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 500.00O.0OO,O0 (limaratus juta rupiah);

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling banyak Rp 2OO.000.000,00 (dua
juta rupiah); dan

d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 500.O0O.000,00 (lima
ratus juta rupiah).



-9-

Bagian Keenam
Pokja Pemilihan

Pasa-l 12

(1) Pokja Pemilihal bertanggung jawab melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa/pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp 500.0O0.000,OO (lima
ratus juta rupiah) untuk pengadaan peke4'aan konstruksi, baralg, dan jasa
lainnya atau nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) untuk pengadaan
jasa konsultansi.

(2) Pokja Pemilihan mempunyai tugas darr kewenangan sebagai berikut:
a. Melakukan penilaian kewajaran harga pasa-r atas kebutuhan

barang/jasa/pekerjaaa konstruksi sesuai dengan spesifrkasi dan RAB yang
diajukan oleh PPK

b. Menyampaikan hasil penilaian harga pasar dan memberikan masukan
kepada PPK atas spesifikasi dan RAB yang telah disusun.

c. Menyiapkal dan menetapkan dokumen tender /Quotation/penunjukan
larrgsung.

d. melaksanakan proses tender / Quotation/penunjukan langsung, termasuk
melakukan penilaia-n kua-lifikasi dan penawaran Penyedia

e. Menetapkan Penyedia barang/jasa dan menyampaikan kepada pejabat yang
akal menandatangani kontrak sesuai kewenangannya.

f. Melaporkan secara berkala aktivitas/pela-ksaaaan pemilihan penyedia
baraag/jasa kepada KPA mela-lui UPPBJ

g. Menyimpan dokumen pengadaan.
(3) Pokja Pemilihan berjumlah gasal yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3

(tiga) orang, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan
Rektor.

(4) Pokja Pemilihan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas;
b. Memahami metode dan prosedur pengadaan;
c. Memiliki sertif <at yang terkait dengan pengadaan dan/atau supplg cLnin

management;
d. Memahami substansi pekerjaan yalg akan dilaksanakan.

Bagian Ketujuh
Agen Pengadaan

Pasal 13

Bagian Kedelapan
Pengendali Kualitas

Pasal 14

(l) Pengendali Kualitas memiliki tugas darr kewenangan sebagai berikut:
a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan, mutu, jumlah/volume sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

(1) Unesa dapat melaksanal<an Pengadaan Barang/Jasa melalui Agen Pengadaaan.
(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mutati.s mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan.
(3) Penggunaan dan pemilihan Agen Pengadaan mengikuti ketentuan yang berlaku.
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b. Pengendali Kualitas dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada
saat pela1<salaan pemeriksaan;

c. Melaporkal hasil pemeriksaan kepada KPA;
d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Pengendali Kualitas dapat dibantu staf pendukung dalam melakukan tugas dan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing paket
peke{aan.

Bagian Kesembilan
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 15

(1) Penyedia wajib memenuhi kualifrkasi sesuai dengan barang/jasa yang
diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
a. PelaksanaanKontrak;
b. Kualitasbarang/jasa;
c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
e. Ketepatan tempat penyerahan.
Persyaratan Penyedia dari luar negeri mengikuti ketentuan/persyaratan yang
berlaku di Indonesia.
Terpenuhinya persyaratan sebagai penyedia barang/jasa yang dinilai melalui
proses Prakualilikasi atau YMS (Vendor Managenrcnt Sgstem) sesuai kelompok
penyedia barang /jasa;
Persyaratan kualifikasi pada ayat (1) diatur lebih lanjut di Lampiran III.

(2t

(3)

(4)

(s)

Bagian Kesepuluh
Daftar Penyedia Terpilih

Pasal 16

Seluruh penyedia yang telah berkontrak dengan Unesa yang berkinerja baik
akan dapat menjadi calon DPT Unesa.
Daftar Penyedia Terpilih (DPT) adalah penyedian yang telah melakukan
pendaftaral dal telah terverifikasi
Seluruh penyedia yang akan mengikuti Quotation di Unesa harus terdaftar
dalam DPT Unesa.
Penyedia yang terdaftar dalam DPT akan dilakukan evaluasi secara berka-la.
Penyedia yarrg terdaftar da.lam DPT memperbaharui data perusahaan dan
menyampaikannya kepada Unesa.
Prosedur penyusunan DPT tercantum dalam Lampiran III yalg merupakan
bagian tidak terpisahkaa dari Peraturan Rektor ini.

(1)

(2t

(3)

(4)
(s)

(6)
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BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Pertama
Perencanaan Pengadaal

Pasal 17

( 1 ) Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetaparr barang/jasa,
analisa pasar, manqjemen risiko, dal anggaran pengadaal barang/jasa.

(2) Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unesa.

(3) KPA mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa melalui aplikasi sistem
informasi rencana pengadaan.

(4) Prosedur perencana€rn pengadaal tercantum dalam Lampiran I yarrg merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Spesifrkasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18

(1) Penyusunan spesifrkasi/kera.ngka acuan kerja bersumber dari survei pasar,
laman resmi, brosur, asosiasi, dan sumber lain yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
a. Komponen barang/jasa;
b. Suku cadang;
c. Bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. Barang/jasa pada metode Pembelian Langsung dar, Quotation.

Bagian Ketiga
Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 19

(1) HPS dihirung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(2) HPS telah memperhitungkan keuntungaa dan biaya tidak langsung (ouerhead

cost).
(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).

(5) HPS digunakan sebagai:
a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan / atau kewajaral harga

satuan;
b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawarurn yang sah; dan
c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pela-ksanaan bagi penawaran

yang nilainya lebih rendah 90% (sembiian puluh persen) dari nilai HPS.
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(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan

Pasal 20

Konsolidasi pengadaan dilakukal pada tahap perencanaan pengadaal.
Konsolidasi pengadaal dilaksanakan oleh Perencana Pengadaal.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA MEI"CLUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama
Persiapan Pengadaal

Pasal 2 1

Persiapan Pengadaan dapat dilalsanakan setelah RUP diumumkan-
Untuk Pengadaal Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangali pada
awal tahun, persiapar pengadaan dan/ atau pemilihan Penyedia dapat
dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran atau persetujual RKA BLU
Unesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undarrgan.
Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:
a. Penetapal spesifrkasi teknis/ Kerangka Acuan Ke{a (I{AK).
b. Penetapan HPS.
c. Penetapan ranc€rng€rn kontrak; dan/ atau
d. Penetapan jaminan peiaksanaan,

(1)
(2)

(1)
(21

(3)

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan

Pasal 22

Persiapan pemilihan Penyedia Baraag/Jasa terdiri atas kegiatan:
a. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. Penetapan metoda pemilihal Penyedia Barang/Jasa;
c. Pen5rusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
d. Peny'usunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 23

Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukarr dengan:
a. Menyesuaikan kondisi nyata di lokasi/ Iapangan pada saat akan melaksanakan

pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
b. Mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai Barang/Jasa, serta jumlah Penyedia

Baratg/ Jasa yang ada.
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Bagian Keempat
Metode Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 24

Metode pengadaan barang/jasa terdiri atas:
a. E-Purclnsing;
b. Pembelian Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Quotation; dayr
e. Tender.

E-Purchasing

Pasal 25

(7) E-Purclnsing dilaksanakan untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam
katalog elektronik Pemerintah atau toko daring.

(2) Prosedur pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor
ini.

Pembelian Langsung

Pasal 26

(1) Metode Pembelian Langsung digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan
kriteria sebagai berikut:
a. Peogadaan barang/pekerjaaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan nilai

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b. Jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah);
c. Bersifat standar/umum;
d. Berisiko rendah terhadap operasi organisasi;
e. Pasokan dan harga barang/jasa mudah diakses di pasar; dal/atau
f Barang/jasa merupakan kebutuhal operasional sehari-hari.

(2) Prosedur pengadaan barang/jasa dengan metode Pembelian Langsung
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Rektor ini.

Quotation

Pasa127

(1) Metode Quotation digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. Pengadaan barang/peke{aan konstruksi /jasa lainnya dengan nilai di atas

Rp 500.OOO.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah);

b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.0OO,0O (tiga ratus juta rupiah);
atau

c. Pekerjaan yang berisiko rendah dengan nitai biaya tinggi atau pekerjaan
berisiko tinggi dengan nilai biaya sedang, dan hanya beberapa penyedia yang
m€rmpu melaksanakan.
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(21 Quotation dengan jumlah hanya I (satu) Penyedia Barang/Jasa yaltg
memasukkan penawarurn dapat dilanjutkal dengal eva-luasi dokumen
penawa-ran

(3) Prosedur pengadaan barang/jasa dengan metode Quotation tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidal terpisahkan dari Peraturan Rektor
ini.

Penunjukan Langsung

Pasal 28

(1) Penunjukan Langsung Barang/Jasa dapat dilakukan dalam hal:
a. Keadaan tertentu; da.Ir/ atau
b. Kriteria khusus.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Bararrg/Jasa yang hanya terdapat satu penyedia dan/ atau merupakan

penyedia yang ditunjuk oleh produsen di Indonesia;
b. Barang/Jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia karena

pemegang hak paten, atau pihak yang mendapatlan lisensi dari pemegalg
hak paten;

c. Keikutsertaan datam pendidikan dan/atau pelatiharr yang sudah
terpublikasi secara luas;

d. Kegiatan operasional yang mendesak dan memerlukan penanganan segera
yang mengganggu kegiatan Tri Darma perguman tinggi setelah mendapat
penetapan dari Kepala Biro yang membidangi urusan umum;

(3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Profesi yang tidak memungkinkan melakukaa penawaran, contohnya

namun tida.k terbatas pada notaris, konsultan hukum, pengacara, akuntarr
Publik;

b. Profesi yang memiliki keunikan dan tidak bisa diperbandingkan, seperti:
pekerja seni/ penceramah keagamaan / artis / motivator, darr sejenisnya;

c. Jasa akomodasi hotel;
d. Jasa sewa gedung/gudang/ruang terbuka/ rumah dinas/sarana dan

prasarana olah raga;
e. Langganan jurnal elektronik, e-book dan sofhuare internet komersial;
f. Barang/Jasa yang merupakan hasil karya seni dal budaya;
C. Untuk jenis pekerjaan yang beruiang dengan ketentuan:

1. Pemesanan ulang dilaksanakan melalui penyedia yang terdapat dalam
Daftar Penyedia Terpilih (Vendor Management Sgstem);

2. Pemesaaan ulang, dapat diajukan oleh unit ke{a untuk pengadaal
barang sejenis;

3. Pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus diyakini akan
memperoleh harga yang kompetitif mengacu pada harga satuan Kontrak
sebelumnya;

4. Terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen pengadaan;
5. Terlebih dahulu dilakukan klarifrkasi teknis dan negosiasi harga;
6. Barang yang akan dilakukan pengulangan pengadaan harus memiliki

kualitas yang baik/handa.l/tidak rusak berdasarkan pemakaian yalrg
ada.

(4) Prosedur pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.



Tender

Pasal 29

(1) Metode tender digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi
kdteria sebagai berikut:
a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas

Rp 2.500.0OO.000,0O (dua miliar lima ratus juta rupian);
b. Pengadaan jasa konsultalsi dengan nilai di atas Rp 300.OO0.000,OO (tiga

ratus juta rupiah);
c. Peke{aan yang bersifat kompleks, memerlukal teknologi tinggi, inovasi

tinggi; dan/ atau
d. Untuk jenis peke{aan yang baru (pertama kali).

(2) Metode tender dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
a. Tender terbuka;
b. Tender terbatas; atau
c. Tender dua tahap.

(3) Metode Pemasukkan dokumen penawaran pada metode tender menggunakan:
a. Satu sampul;
b. Dua sampul; atau
c. Dua tahap.

(4) Metode kualifrkasi pada metode tender menggunakan:
a. Pra ku aliftkasi; atau
b. Pascakualifrkasi.

(5) Metode evaluasi penawaran pada metode tender menggunakan:
a. Harga terendah;
b. Sistem nilai;
c. Pembobotan;
d,. Pa.ssing grade der.gan harga terendah,' atau
e. Tota-l biaya kepemilikan.

(6) Tender dengan jumlah hanya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan
penawaran dapat dilanjutkaa dengan evaluasi dokumen penawaran.

(7) Prosedur pengadaan barang/jasa dengan metode tender tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisa-hkan dari Peraturan Rektor
ini.

Bagian Kelima
Jenis Kontrak dan Penetapannya

Pasal 30

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ditetapkaa oleh Penanggung Jawab
Pengadaan.

(2) Kontrak Pengadaal Barang/Jasa terdiri atas:
a. Kontrak Lumsum;
b. Kontrak Harga Satuan;
c. Kontrak Gabungal Lumsum dan Harga Satuan;
d. Kontrak Rancang dal Bangun (Design and Buildl;
e. Kontrak Berbasis Kinerja (Perfonnance Based Contractl;
f. Kontra-k Biaya ditambah Imbalan Jasa (Cost Plus Fee);
g. Kontrak Payung.
h. Kontrak waktu Penugasan
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(3) Tanda Bukti pe4'anjian/kontrak pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi
terdiri atas:
a. Struk/ Nota/ Order Pembelian dan SPK untuk pengadaan yang menggunakan

metode Pembelian Langsung.
b. Kontrak untuk pengadaa.n yang menggunakal metode Quotation, te^det

atau penunjukan langsung.
(4) Perjanjial dengan bentuk struk/nota/order pembelian menggunakan pettg

cash, dapat dipertanggungjawabkan secara berkala.

Kontrak Lumsum

Pasal 3 1

(1) Kontrat Lumsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana
ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jumlah harga pasti dan tetap untuk lingkup pekerjaan yang dikontrakkan;
b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
c. Pembayara-n didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi kontrak;
d. Sifat peke{aan berorientasi kepada keluaran (output basedl;
e. Tota] harga penawaran bersifat mengikat; dan
f. Tambah kurang dilakukan hanya bila ada perinta-h perubahan lingkup

pekerjaarr dari Penanggung Jawab Pengadaan yang tida-k ada dalam kontrak
awal.

(2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontral< Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh peke4'aan dalam batas
waktu yang telah ditetapkal dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur peke{aan

dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat

kontrak ditandatangani;
c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
dan

d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/ kurang berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas pekerjaarr yang diperlukan dan/ atau akibat
perubahal lingkup pekerjaan.

(3) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan ada-lah Kontrak Pengadaa:r
Barang/ Peke{ aan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya perjanjian atas
penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tertentu, yang terdiri atas bagran
peke{aan dengan volume yang sudah pasti dengan harga yang pasti (Lumsum)
dan bagiar peke{ aan dengan volume yang bersifat sementaJa dengan harga
satua-n pasti, sesuai dengan spesifikasi yalg ditetapkan untuk masing-masing
peke{aan.

(4) Kontrat Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan
dimana pekerjaan perencanaan terintegrasi dengan pelaksanaan peke{aan
konstruksi.

(5) Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract) merupakan kontrak yang
mendasarkan pembayaran untuk biaya manajemen dan pemeliharaan secara
langsung dihubungkan dengan kinerja Penyedia Barang/Peke4'aan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam memenuhi indikator kinerja
minimum yarrg ditetapkan.
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(6) Kontrak Biaya ditambah Imbalan Jasa (Cost Plus Feel adalah kontrak atas
penyelesaian seiuruh pekerjaal dalam jangka waktu tertentu, dimana jenis-
jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, dengan
ketentuan:
a. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya nyata (at cost) yang

dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa yang meliputi pembelian bahan,
penyediaan peralatan dan/atau penyediaan tenaga kerja dan lain-1ain,
ditambah dengan imbalan jasa (feel yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak.

b. Imbalan jasa (/ee) dapat ditetapkan dalam bentuk nilai uang pasti atau
berupa persentase tertentu terhadap nilai yang dipe{anjikan.

c. Jumlah maksimum nilai kontrak atau bagian dari kontrak yang merupakan
penjumlahan dari biaya nyata (at cost) dengan imbalan jasa (fee) harus
dicantumkan dalam kontrak.

(7) Kontrak Payung adalah kesepakatan/ perjanjian dengan satu atau lebih
penyedia barang/jasa yang alarr menjadi dasar bagi kontrak pengadaan
barang/jasa karena jenis atau volume atau kuantitas atau harga atau waktu
belum dapat ditentukan sepenuhnya pada saat kesepakatal/ perjanjian
ditandatangani.

(8) Kontrak waktu penugasan merupala-n pengadaan Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci
dan/ atau waktu yang dibutuhkal untuk menyelesaikan peke{aan belum bisa
dipastikal.

Kontrak Multi Years

Pasal 32

(1) Pe{anjian/Kontrak dapat dila}ukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun
(multi gears) sesuai kebutuhan organisasi setelah mendapatkan persetujuarr
Rektor, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih

dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
b. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih dan/atau kepastian harga

apabila dikontrakan untuk jangka waltu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
dan maksimum 3 (tiga) Tahun Anggaran; atau

c. Barang/jasa merupakan kategori barang/jasa yang berulang untuk
memenuhi kebutuhan operasional Unesa; dan

d. Kine{a penyedia baik.
(2) Pelaksanaan kontrak tahun jamak harus dilakukan evalusi kinerja secara

berkala minima-l setiap tahun.
(3) Pelaksanaan Kontrak sebagaimana ayat (1) tetap harus memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola yang baik serta
prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis /busines s judgement
rules).
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Aspek-aspek Kontrak

Pasal 33

Kontrak dengan Penyedia Baraag/Jasa sekurang-kurangnya mengatur aspek-aspek
sebagai berikut:
a. Para pihak yang mengikatkan diri meliputi identitas, jabatan dan alamat yang

jelas sebagai penanggung jawab atas penyediaan barang/jasa/pekerjaan
konstruksi;

b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yangjelas mengenai jenis dan
jumlah barang/jasa yang dipe{ anjikan;

c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
d. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayarai;
e. Persyaratan dal spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
f. Keluaran atau hasil (outpuq dari perjanjian yang dilaksanakan;
g. Jadwal pelaksalaan pekerjaan dan kondisi serah terima pekerj aan;
h. Jangka waktu berlakunya kontrak;
i. Jaminan teknis/hasil peke{aal yang dilaksanakan dan/ atau ketentuan

mengenai kelayakan;
j. Cidera janji dan sanksi dalam para pihak tidak memenuhi kewajibannya,

termasuk klausula ganti kerugian;
k. Pemutusan kontrak secara sepihak;
1. Keadaan kahar (force majeure);
m.Penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa.

Bagian Keenam
Jaminan Pengadaal Barang/ Jasa

Pasa-l 34

(1) Jaminan atas Pengadaal Barang/Jasa adalah Jaminan Pelaksanaan.
(2) Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada PPK pada saat sebelum

penandatangan Kontrak.
(3) Jaminan atas Pengadaaa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dapat dicairkan tanpa syarat lunconditional) sebesar nilai jaminan dalam
waltu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan
wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan.

(4) PPK melakukan klarifrkasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat 1.

(5) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Umum.

Jaminan Pelaksanaan
Pasal 35

(1) Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa
lainnya/Peke{aan Konstruksi untuk Kontrak yang bernilai di atas Rp
2OO.00O.0OO,0O (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum penandatalganan Kontrak Pengadaan
Barang/ Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi.
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(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 9O%o (delapan puluh perseratus)

sampai dengan lOO7o (seratus perseratus) dari HPS, Jaminan Pelaksanaan
adalah sebesar 5olo (lilna perseratus) dari nilai Kontral<; atau

b. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 90% (delapan puluh perseratus)
dari HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaal 10% (sepuluh perseratus) dari
HPS,

(4) Jaminaa Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terirna
Barang/Jasa Lainnya/ Pekerjaan konstruksi.

(5) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
a. Penyerahan Barang dan diganti Sertifrkat Ga-rarrsi; atau
b. Penyerahan hasil Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Peke{ aan Konstruksi

dan menahan pembayaral (retensi) sebesat 5% (1ima perseratus) dari nilai
Kontrak.

Bagian Ketujuh
Retensi Pemeliharaan

Pasal 36

(1) Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan Retensi Pemeliharaan dengan
mengurangi dari bagian pembayaran yang a-kal diterimanya atas pelaksanaan
peke{aan yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk:
a. Pekerjaan Konstruksi;
b. Jasa Konsultansi/Jasa tainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

(2) Perhitungan Retensi dilakukal sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah
Terima Talrap Pertafia/ Prouisional Hand Ouer (PHOI.

(3) Besaran nilai retensi adalah 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
(4) Retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaal selesai dal Penyedia

Barang/ Jasa melaksana-kan seluruh kewajibannya.

Bagran KedelaPan
Sertifrkat Garansi

Pasal 37

(1) Sertifftat Garansi wajib dirnintalan dalam pengadaa-n barang.
(2) Sertifftat Garansi diberikan terhadap j aminan penggunaan barang hingga

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
(3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara

sah oleh produsen.

Bagian Kesembilan
Penandatan ganan Kontrak

Pasal 38

(1)

t2t

PPKmempersiapkat drafi Kortrak untuk ditaadatalganr.
Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang teiah ditunjuk berdasarkan SPPB.I tida-k
dapat menyerahkar Jaminan Pelaksalaan sebagaimana dimaksud pada Pasal
33 ayat (2), maka Penanggungjawab Pengadaan berwenang untuk membatalkan
SPPBJ dan memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam
daftar hitam. Selanjutnya Penanggung jawab Pengadaan mengundang (apabila
ada) calon pemenang ke-2 atau calon pemenang ke-3 untuk dilakukan

(3)
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klarifrkasi dan negosiasi.
(4) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang namanya tercantum dalam
Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, dan telah didaftarkal
sesuai dengan peraturan perundang-undalgan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pengendalian dan Pemantaual Kontrak

Pasa-i 39

(1) Setiap unit ke{a yarrg melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa wajib menciptakan
pengendalian interna-l mulai dari perencanaarl sampai dengan serah terima
pekerjaan.

(2) Dalam melakukan pengendalial, unit kerja melakukan pemantauan terhadap
proses pengadaan barang/jasa secara berkala.

(3) setiap unit kerja, secara aktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan,
agar aspek efisiensi, efektifrtas, tranparansi, dan optimalisasi dapat dijaga serta
agar Peraturan Rektor ini dapat dilalsalakan sebagaimana mestinya'

(4) Hasil dari kegiatan dan pemantauan kontrak dilaporkan secara berkala kepada
Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Bagian Kesebelas
Perubahan Kontrak

Pasal 40

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan
dengan gambar dan/ atau spesilikasi teknis yalg ditentukaa dalam Dokumen
Kontrak, PPK bersama Penyedia Baraag/Jasa dapat melakukan perubahan
Kontrak yang meliputi:
a. Menambah atau mengurangi voiume pekerjaan yang tercantum dalam

Kontrak;
b. Menambah atau mengurangi ruang lingkup peke{aan yang tercantum dalam

Kontrak (Design ond Buildl;
c. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
d. Mengubah spesifrkasi teknis pekerjaaa sesuai dengan kebutuhaa lapangan;
e. Mengubah jadwal pelaksanaan; dan/atau
f. Menambahkan klausul yang diperlukan dalam rangka penyelesaial seluruh

pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
(2) Pembahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk

seluruh jenis kontrak.
(3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksalakan melalui

persetujuan Rektor dengan ketentuan:
a. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam

Kontrak awal kecua-li untuk Kontrak Biaya ditambah Imbalan Jasa (Cost Plus
Feel;

b. Dikecualikan pada ayat (3) huruf a, untuk pekerjaal tambah yang
mendukung rencana strategis organisasi

c. Tersedialya anggaran untuk pekerjaan tambah.
(4) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksaaaan pekedaan utama

berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,
kecuali sebagran pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
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(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia
Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai
dengar ketentuan sebagaimala diatur dalam Dokumen Kontrak.

(6) Perubahan Kontral< yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan
sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Bagian Keduabelas
Pembayaran Prestasi Kerj a

Pasal 4 1

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pembayaran bulanarr;
b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian peke{aan (termin); atau
c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(2) Pembayaran prestasi ke{a diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah
dikurangi retensi dan denda apabila ada, serta pajak.

(3) Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai
peke{aan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/ atau bahan yang
menjadi bagian dari hasil peke{aan yang akan disera}rterimakan sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.

Bagian Ketigabelas
Keadaan Kahar

Pasal 42

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak
dan tidal< dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yarrg ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidal< dapat dipenuhi.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbatas pada:
a. Perang;
b. Peristiwa semacarn perang dan permusuhan lainnya;
c. Bencana alam;
d. Bencana nonalam;
e. Bencana sosial;
I Epidemi;
g. Kecelakaan;
h. Invasi atau tindakan musuh asing;
i. Pemberontalan;
j. Aksi teror;
k. Revolusi;
1. Perang sipil;
m.Peraturan Pemerintah;
n. Sabotase; dan/ atau
o. Pemogokan dan perselisihan industrial lainnya.

(3) Dalam hal te{adi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan
tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Penanggung j awab Pengadaal secara
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
te{adinya Keadaan Kahar.

(4) Keterlambatan pelaksanaan peke{aan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(5) Setelah te{adinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukarr kesepakatan,
yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.



Bagian Keempatbelas
Pemutusan Kontrak

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda setelah melebihi batas

berakhirnya Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa belum dapat menyelesaikan
peke{aannya;

b. Berdasarkan penelilian Penanggung jawab Pengadaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan peke{aan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender
sejak masa beralhirnya kontrak untuk menyelesaikan peke{aan;

c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan peke{aan sampai dengan 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak masa beralhirnya kontrak, Penyedia
Baraag/Jasa tidak dapat menyelesaikan peke{aan;

d. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji da.lam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

e. Penyedia Baralg/Jasa terbukti melakukan kecurangan dan/ atau pemalsuan
dokumen dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
menerbitkan dokumen tersebu! dan/ atau

f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan Kolusi dan/atau
pelanggaran persaingal sehat dalam pelaksanaan Pengadaal Barang/Jasa
dinyatakal benar oleh instalsi pengawasan persaingan usaha.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesala-han Penyedia
Barang/Jasa:
a. Jaminan Pela-ksanaan dicairkan;
b. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan/atau
c. Penyedia Barang/Jasa dikeluarkan dari DPT.

Bagian Kelimabelas
Penghentian Kontra.k

Pasal 44

(1) Para pihak dapat menghentikan Kontrak terhadap kondisi khusus dimana
obyek pekerjaan tidak dapat dilaksana-kal karena tidak tersedia anggaran lagi
atau peristiwa diluar kemampuan para pihak dalam Kontra-k.

(2) Volume atau prestasi yang dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa adalah
volume yang dike{akan dan telah diakui oleh para pihal<.

(3) Dalam hal obyek peke{aan tersebut dapat dilaksanakan kemba-li, maka akan
dibuat Kontrak tersendiri yartg merupakan bagian tidak terpisahkan dari
kontra,k sebelumnya.

(4) Dala:n ha1 terjadi penghentian Kontrak, para piha_k tidak dikenakan sanksi
apapun.

Pasal 43
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Bagian Keenambelas
Penyelesaian Sengketa

Pasal 45

(1) Sengketa yang terjadi antar pa-ra pihak dalam kontrak, diselesaikan dengan
prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

(2) Dafam hal musyawarah para pihak seagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya
penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak.

(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak membuat suatu persetujuan
tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
a. Mediasi;
b. Konsiliasi; dan
c. Arbitrase.

Bagian Ketujuhbelas
Serah Terima Peke{ aan

Pasal 46

(1) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Kontra-k, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK melalui unit kerj a untuk dilakukan penyeraha-n peke{aan.

(2) Pengendali kualitas melakuka;r pemeriksaan terhadap hasil pekerjaaa yang
telah diselesaikan.

(3) Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaal barang/jasa dapat dilakukan
pada tahapan penyelesaia.n tertentu, sesuai dengan penyelesaian dalam
kontrak.

(4) Dalam hal terdapat kekurangan hasil pekerjaaan, Pengendali Kualitas
melaporkan kepada PPK dan selanjutnya memerintahkan Penyedia
Barang/ Jasa untuk memperbaiki dalr/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan
sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

(5) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dengal menandatangani Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Penyedia Barang/Jasa.

(6) Khusus Jasa/ Pekerjaan Konstruksi:
a. Serah Terima Pekerjaan dilakukan ddan 2 (dua) tahap, yaitu Serah Terima

Pertarnaf Prouisional Hand Ouer (PHOI dan Serah Terima Tahap AI<hir/Final
Hand Ouer (FHOI;

b. Setelah dilakukal Sera-h Terima Pertama/ Prouisional Hand Ouer lPHOl,
Penyedia Jasa/Pekerjaan Konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil
pekerjaan selama masa yalg ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya
tetap seperti pada saat penyerahan peke{aan;

c. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya selama 6
(enam) bularl sejak serah terima pertama.

(7) Setelah masa pemetharaan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK
mengembalikan uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa, dan dilakukan
Serah Terima Tahap Akhir/Final Hand Ouer (FHO) serta menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekel'aan.
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(8) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan
para piha-k dalam Kontrak.

(9) Penyedia Barang/Jasa yalg tidak menandatangali Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan dad DPal.

Bagian Kedelapanbelas
Permintaan Berulang Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 47
Permintaan Berulang Pengadaan Barang

(1) Perencana Pengadaan melakukan ana-lisa harga satuan barang untuk
memperoleh harga barang yang wajar dan responsif sesuai dengan harga pasar
sebelum pengulangan pengadaan barang dilaksanakan.

(2) Pengulalgan pengadaan barang dilaksanakal dengan ketentuan:
a. Pemesanan ulang, dapat diajukan oleh unit kerl'a untuk pengadaan barang

sejenis;
b. Pelaksalaan pengulangan pengadaan barang, harus diyakini akan

memperoleh harga yang kompetitif mengacu pada harga satuan Kontrak
sebelumnya;

c. Pengulangan pengadaan barang terlebih dahulu dituangkan da-lam dokumen
pengadaan;

d. Dilakukan klarifikasi teloeis dan negosiasi harga;
e. Barang yalg akan dila-kukan permintaan berulang harus memiliki kualitas

yang baik/ handal / tidak rusak.

Pasal 48
Permintaan Berulang Pengadaan Jasa

(1) Pengulangan Pengadaan Jasa dapat dilakukan untuk:
a. Pekerjaan pembersihan Gedung, taman, dan peralatannya;
b. Jasa pemeliharaan AC dan peralatan kantor;
c. Jasa pemeliharaan peralatan laboratorium;
d. Percetakan;
e. Pengamanan;
f. Jasa Auditor;
g. Jasa lain yang ditetapkan oleh Rektor atas dasar kebutuhan Unesa.

(2) Pengulangan Pengadaan Jasa dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Mendapat rekomendasi dari unit keda pengguna;
b. Pengulangan pengadaal jasa mengacu pada harga satuan Kontrak

sebelumnya.
c. Kontrak dapat dilaksanakan untuk jangka waktu maksima.l selama 3 (tiga)

tahun sepanjang telah diatur secara tegas dalam dokumen pengadaal dan
Kontrak.

(3) Dalam hal diperlukaa penyesuaian harga karena adanya kenaikan Upah
Minimum Provinsi/Kota/Kabupaten (UMP/UMK), maka dalam pemesanan
ulang jenis pekerj aan yang sama, penyedia harus melampirkan Surat
Keputusan UMP/UMK lama dan baru.



Pasal 49
Permintaan Berulang Pengadaan Jasa Sewa

(1) Pengulalgan Pengadaan Jasa Sewa dapat dilakukan untuk:
a. Sewa Kantor;
b. Komputer;
c. Printer;
d. Kendaraan operasional;
e. Mesin foto copy;
f. Jasa sewa lainnya yang ditetapkan oleh Rektor atas dasa-r kebutuhan Unesa.

(2) Pengulangan Pengadaan Jasa Sewa dapat dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Wajib memperhitungkan depresiasi pada harga sewa (penurunan harga sewa)

dan memperoleh rekomendasi tertuiis dari unit ke{a pengguna;
b. Pelaksanaan pengulangan dapat dibuat perikatan dalam Kontrak maksimal

selama 3 (tiga) ta-hun dan diatur dalam dokumen pengadaan dan Kontrak;

Bag''an Kesembilanbelas
Pembetan Barang Bekas

Pasal 50

(1) Pembelian baralg bekas dilal<sanakan dengan ketentuan:
a. Perencanaan pembelian barang bekas telah masuk dalam perencanaan

pengadaan Unesa.
b. Perencanaan pembelian barang bekas telah mendapat persetujuan dari

Rektor.
c. Dalam hal diperlukan, Rektor dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/ atau

appraisal untuk mengkajl dal menilai rencana pembelian barang bekas.
(2) Prosedur pembelian barang bekas tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI
SWAKELOLA

Bagian Pertama
Perencanaan dan Persiapaa Swakelola

Pasal 5 1

(1) Swakelola dapat dilaksanakarr oleh Unesa meliputi;
a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dal/ atau

pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
b. Penyelenggaraan sayembara atau kontes;
c. Barang/jasa yarrg dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam

negeri untuk kegiatan sebagaimana pada butir a, festival/pentas seni budaya
dan olahraga;

d. Pelaksanaan sensus, survei, pemroresal/pengolahan data, perumusan
kebijakan Unesa, pengujian laboratorium, pengembangan sistem, aplikasi,
tata kelola, atau standar mutu yang ditetapkan oleh Rektor;

e. Barang/jasa yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat.
Dalam hal peke4'aan konstruksi jenis ini hanya dapat berbentuk rehabilitasi,
renovasi dan konstruksi sederhana.

f. Barang/jasa bersifat rahasia sebagai contoh pembuatan soal ujian dan
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pembuatan sistem keamanan informasi.
g. Pekerjaan perencErna€rn dal/atau pengawasan konstruksi yang pemilihan

penyedia konstruksinya mengguna-kan metode pembelian langsung dan/atau
Quotation.

(2) Perencanaan pengadaan melalui swakelola dilaksanakan bersamaan pada saat
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unesa, disusun oleh Perencana
Pengadaan dal ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kegiata-n;

(3) Perencanaan pada angka (2) dimaksud meliputi penetapan tipe, penetapan
spesiflkasi darr/ atau KAK, serta besaran nilai Rincian Anggaran Biaya (RAB)

(4) Persiapan pengadaan melalui swakelola, meliputi:
a. Penetapan Tim Swakelola oleh Rektor atas usulan penanggung jawab

kegiatan.
b. Penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB secara rinci oleh

Tim Swakelola, meliputi:
(a) Biaya bahal/material dan peralatan yang akan digunakan, termasuk

kebutuhan pengadaan bahan atau jasa penyedia (sewa alat, dll).
(b) Biaya terkait dengan personil teknis maupun Tenaga Ahli.
(c) Penyiapan Surat Keputusan atau rancangan kontrak dengan pelaksarra

swakelola.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pelaporan Swakelola

Pasal 52

(1) Swakelola dapat dilaksanakan dengan:
a. Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh

Unesa;
b. Tipe Ii, yaitu swakelola yang direncanakan serta diawasi oleh Unesa dan

dilalsanakan oleh Instansi Pemerintah/Universitas Negeri Lain;
c. Tipe III, swakelola yang direncanakan serta diawasi oleh Unesa dan

dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat (ormas) / Kelompok Masyaralat'
(2) Penyelenggara swakelola adalah penanggung j awab kegiatan dan dibantu Tim

Swakelola.
(3) Untuk Tipe I, tim swakelola Unesa mela.ksanakan fungsi persiapal, pelalsanaan,

dan pengawasal.
(4) Tipe II dan III, tim swakelola Unesa melaksanakan tugas persiapan dan

pengawasan swakelola, sedangkan sebagai pelaksana adalah Instansi
Pemerintah Lain/ Ormas atau Kelompok Masyarakat.

(5) Pelaksanaan swakelola berdasarkan SK Rektor untuk Tipe I, atau
perikatan/kontrak swakelola Penanggung Jawab Kegiatan dengan Tim
Pelaksana (Tipe II dan Tipe III)

(6) Format darr substansi pelaporan pengadaan melalui swakelola ditetapkan dalam
SK Rektor atau Kontra-k Swakelola
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BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasa] 53

SPI wajib melakukan pengawasan
Pelahsanaan Pengadaan Barang/Jasa,
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

audit/reviu / evaluasi
dengal tugas dan

melalui
sesuai

terhadap
fungsinya

Bagian Kedua
Sanksi dan Ganti Rugi

Pasal 54
Sanksi

( 1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Baraarg/ Jasa yang dapat dikenakan sanksi
adalah:
a. Berusaha mempengaruhi pihak Unesa/pihak lain yang terkait dalam bentuk

dan cara apapun, baik langsung maupun tida-k lalgsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam dokumen pengadaan/Kontrak dan / atau ketentuan
peraturan perundang-undangal;

b. Melakukan persekongkolaa dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk
mengatur harga penawaraa diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/atau
meniadakan persaingal yang sehat dan/atau merugikan oraag lain;

c. Membuat, menyampaikal dokumen, memberikan ketera-ngan yang tidak
benar, melakukan penipuan/pemalsual atas informasi untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen
Pengadaan;

d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yalg tidak
dapat dipertanggunglawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh
Penanggung Jawab Pengadaaa;

e. Tidal< dapat menyelesaikal pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara
bertanggung jawab;

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenalan sanksi berupa:
a. Sanksi administratif;
b. Sanksi dikeluarkan dari DPT;
c. Gugatan secara perdata; daa/atau
d. Pelaporan secara pidala kepada pihak berwenang.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b,
dilakukan oleh KPA sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangaa.

Penyedia barang/jasa yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugial Unesa,
dikenakaa sanksi berupa keharusan mengulang/memperbaiki/mengganti
barang/jasa tersebut dan/atau membayar kerugian (ganti rugi) yang besarnya
ditetapkan da-lam kontrak.

Pasal 55
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Pasal 56
Ganti Rugi

(1) Penyedia barang/jasa yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Unesa,
dikenakan tuntutan galti rugi berupa:
a. Membayar kerugian (perbaikan) secara tunai;
b. Memperbaiki sesuai dengan output/standar yang ditetapkan; atau
c. Mengganti dengan item atau peke4'aan yang baru/sejenis;

(2) Ketentuan lebih lanjut dan besaran ganti rugi diatur dalam kontrak.

Bagian Ketiga
Denda keteriambatan

Pasal 57

Penyedia Baralg/Jasa akan dikenai denda keterlambatan dalam hal Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan besaran denda untuk setiap hari
keterlambatan sebesar t/1OO0 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian
kontrak.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 58

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2t

Tata cara pengenaan sanksi pengeluaran dari DPT adalah sebagai berikut:
a. Pengusulan;
b. Klarifikasi;
c. Penetapan; dan
d. Pengeluaran dari DPT.
Usulan sanksi pengeluaran dari DPI dilakukan oieh PPK/Pokja
Pemilihan / Pej abat Pengadaan dan ditujukan kepada KPA;.
KPA menugaskan SPI melakukan klarifikasi dengan mengundang Penyedia
Barang/Jasa yang bersangkutan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu yang
hasilnya akan digunakan sebagai rekomendasi dalam menetapkan sanksi.
Pihak yang berwenang menetapkan salksi pengeluaran dari DPT ada-lah KPA
dengan Surat Keputusarr.
Penyedia Barang/Jasa yang terkena saaksi diumumkan dalam laman resmi
Unesa.
Penyedia Barang/Jasa yang telah dikeluarkan dari DPT dapat mendaftar
kembali melalui evaluasi kualifftasi yang dilakukan oleh Unesa, setelah 2 tahun
terhitung mulai Surat Keputusan pengenaan sanksi ditetapkan.

BAB VIII
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 59

Unesa mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Unesa menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung
penyelenggaraan barang/jasa secara elektronik.
Sistem pengadaan secara elektronik paling lambat diterapkan 31 Desember
2020.

(3)
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa] 6O

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

(l) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2O18 tentang Pengadaan Bararrg/Jasa Pemerintah.

(2) Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor l6 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya Kontral<.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Rektor Nomor 2 Tahun 2O2O tentatg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan
Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya, dilanjutkan dengan tetap
berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya.

(4) Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum
Universitas Negeri Surabaya, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
Kontrak.

(5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum diterapkan sistem pengadaan
secara elektronik, dilaksanakan secara manual.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 1

(l) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 2
Tahun 2O2O tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Laya.nan Umum
Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan pengadaan barang/jasa BLU Unesa yang belum di atur dalam
Peraturan Rektor ini menggunakan ketentuan peraturan pengadaarr
barang/jasa pemerintah yang berlaku.

(3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabayaa
Pada tanggal 30 April 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli. ttd
Kepala Umum dan Keuangan,

NURHASAN
NIP 19630429 199002 1001

y'uBUD\
.NIPI 9600 1980101002 &-

ts2
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LAMPIRAN I
PERATURAN REK|OR NOMOR 5 TAHLTN 2O2O
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN IAYANAN UMUM I'NIVERSITAS NEGERI
SURABAYA

PROSEDUR PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

I. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
A. Perencana pengadaan menJrusun rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan

usulan identifikasi kebutuhan barang/jasa dari para pengguna barang/jasa dan
penelaahan kelayakan barang/jasa yang telah ada/ dimiliki/dikuasai, atau riwayat
kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

B. Kebutuhan barang/jasa dari para pengguna barang/jasa disampaikan pada saat
pengajuan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

C. Identifikasi kebutuhan sekurang-kurangnya mencakup:
1. Lingkup peke{aan;
2. Deskripsi produk barang/jasa (spesifikasi);
3. Sumber daya pengadaan;
4. Kondisi pasar;
5. Hambatan-hambatan;
6. Asumsi-asumsi yang digunakan;
7. Output perencanazrn yang lain;

D. Penyusunal identifikasi kebutuhan barang/jasa didukung dengan analisis pasar,
manqiemen resiko, dan/atau kajian teknis dari ahli bilamana diperlukan.

E. Dokumen rencana pengadaan sekurang-kurangnya mencakup:
1. Spesifrkasi barang/jasa yang dibutuhkan;
2. Ituiteria penyedia;
3. Lingkup peke{aan (statement of workl;
4. Bill of qtantitg;
5. Jadwal pelaksanaan;
6. Total perkiraan biaya peke{aan;
7. Rancangan kontrak (condition of contract);
8. Man4jemen risiko.

II. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PERENCANAAN PENGADAAN

1. Perencana pengadaan menyampaikan hasil perencanaan kepada KPA;
2. KPA menetapkan perencanaan pengadaan;
3. KPA menyampaikan perencana.rn pengadaan yang telah ditetapkan kepada PPK

untuk diinput pada aplikasi sistem rencana pengadaan internal dan Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

4. KPA mengumumkan perencanaan pengadaan melalui aplikasi SIRUP.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 April 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

=l
NURHASAN
NrP 19630429 199002100 1BUD

NIP 1960 31980101002 &
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PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

I. METODE PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
A. PEMBELIAN LANGSUNG

1. Metode Pembelian Langsung digunakan untuk pengadaan baraag/ jasa yang
memenuhi kriteria:
a. Bernilai maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk

pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
b. Bernilai ma-ksima-l Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk

pengadaal jasa konsultansi;
c. Bersifat standar;
d. Berisiko rendah;
e. Pasokan dan harga baralg/jasa mudah diakses di pasar; dan/ atau
f. Untuk kebutuharr rutin/ operasional sehari-hari.

2. Pengadaan dengan metode Pembelian Laagsung dilaksanakan dengan tata
cara sebagai berikut:
a. Mendapatkan sumber informasi untuk spesifikasi dal harga melalui

telepon, WA, fax, email, website resmi, atau mengunjungi gerai penyedia
barang/ jasa.

b. Melakukan pembelian atau pemesa.nar terhadap penyedia barang/jasa
dengan spesifrkasi barang/jasa dan harga terbaik serta dapat dilakukan
negosiasi.

c. Bukti transaksi Pengadaan barang/ peke{ aan konstruksi/jasa lainnya
menggunakan metode Pembelial Langsung adalah sebagai berikut ;

1) Struk pembelian, nota pembelian, kuitansi atan inuoice dengan
maksimal nilai sampai dengan Rp. 50.000.00O,00 (lima puluh juta
rupiah), dapat menggunakan uang persediaan/ kartu debit/ kartu
kredit;

2) Surat Pesanan/Purchasing Order (PO) dengan SPK melalui penyedia
untuk nilai pengadaan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan Rp. 20O.00O.00O,00 (dua ratus juta rupiah)

3) SPK dengan nilai di atas Rp 200.O00.OO0,0O (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp 5O0.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. Prosedur pelaksanaan SPK dengan nilai di atas Rp 200.000.OOO,00 (dua
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah). sekurang-kurangnya meiiputi undalgan kepada penyedia
barang/jasa, dokumen pengadaan, pemasukan penawaran, evaluasi,
sppbj dan SPK.

e. Pengadaan jasa konsultansi menggunakan metode Pembelian Langsung
dengan nilai mal<simal nilai Rp 2OO.000.OOO,00 (dua ratus juta rupiah)
menggunakan perikatan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);

LAMPIRAN II
PERATURAN REIOOR NOMOR 5 TAHUN 2O2O
UNWERSITAS NEGERI SURABAYA
TENIANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN I.{YANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
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B. E-PURCHASING

Prosedur E-purchasing meliputi:
1. PPK/Pejabat Pengadaan mela-kukan pemesanan barang/jasa pada

katalog elektronik dan/atau Toko Daring;
2. Calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan;
3. PPK/ Pejabat Pengadaar dal calon Penyedia dapat melakukan negosiasi

teknis dan harga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan
barang/j asa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/j asa yang

4. Diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/ training (apabila
diperlukan);

5. Datam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan
baralg/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga
barang/jasa tertraik dapat dilakukan negosiasi kepada penyedia yang
harga barang/jasanya paling murah darr telah memperhitungkan
ongkos kirim, instalasi, training (apabila diperlukan);

6. PPK/Pejabat Pengadaan darr calon Penyedia menyetujui/menyepakati
pembetan barang/jasa;

7. Penerbitan Surat Pesanan/ SPK
8. Bukti transaksi Pengadaan barang/jasa menggunakan metode E-

purchasing adalah sebagai berikut;
a. Surat Pesanal/Purchasing Order (PO) atau inuoice delrgaurt maksimal

nilai sampai dengar Rp. 50.0OO.000,OO (lima puluh juta rupiah),
dapat menggunakan uang persediaan/kartu debit/kartu kredit;

b. Surat Pesanan / Purchasing Order (PO) dengan SPK melalui penyedia
untuk nilai pengadaan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah.

C. QUOTATION

1. Metode ini mensyaratkaa UNESA memiliki daftar penyedta (Vendor
Management System) yang kompeten dan telah melewati evaluasi
kualifrkasi, sehingga pada saat Unesa membutuhkan penyedia untuk
memenuh kebutuhan barang/jasa tertentu dengan spesifrkasi yalg dapat
disusun sendiri dengan baik, Unesa dapat membuka daftar tersebut dan
mengundalg mereka untuk memasukkan penawaran.

2. Kriteria pengadaan menggunakan metode Quotation:
a.Digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya dengan nilai di atas Rp 500.O0O.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp2.500.0O0.0O0,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. Digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp
200.O00.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000,O0
(tiga ratus juta rupiah);

c. Dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan ya-ng berulang.
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3. Pengadaal barang/jasa dengan metode Quotation dilaksanakan dengan
tata cara sebagai berikut:

2) Metode pemasukan dokumen penawaran menggunalan metode satu
sampul.

3) Menyusun tahapan dan j adwal pelaksanaan Quotation, yang terdiri
dari:
a) Penyampaian undangan kepada minimal 3 (tiga) penyedia

barang/jasa terpilih dari DPT.
b) Pengambilan dokumen pengadaal.
c) Pemberian penj elasa-n.
d) Pemasukan dokumen penawaran.
e) Pembukaan dokumen penawaran.
f) Evaluasi dokumen penawa-r€rn:
g) Klarilikasi dan negosiasi (apabila diperlukan);
h) Penetapan pemenang;
i) Pembuatan Berita Acara.
j) Debiefing bagi penyedia barang/jasa yang tidak terpilih.

Alokasi waktu untuk masing-masing tahapan ditentukan oleh
Pokja Pemilihan dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu
yang cukup bagr penyedia dalam menyiapkaa Dokumen
Penawaran. Penyusunan jadwal menggunakan Hari dan Jam
Kerja. Apabila setelah debriefing, ditemukan kesalahan pokja,
maka dapat dilakukan evaluasi ulang atau tender ulang.

k) Penerbitan SPPzu
l) Penandatanganankontrak

4) Menyiapkan Dokumen Pengadaan
Dokumen pengadaal harus menca-kup ketentuan darr informasi yang
dibutuhkan oleh penyedia barang/jasa untuk mengqjukan
penawar€rn termasuk: persyaratan, tata cara, dan tahapan eva-luasi
terhadap penyedia barang/jasa.
Dokumen pengadaan sekurang-kurangnya meliputi:
a) Undangan kepada penyedia Baraag/Jasa;
b) Instruksi kepada penyedia barang/jasa;

a. Tahapan perencanaan
1) Persiapan

a) PPK mengajukan permintaan pengadaan kepada Pokja Pemilihan.
b) PPK membahas dokumen rencana pengadaan barang/jasa dengan

Pokja Pemilihan untuk memastikan kelengkapan dan kesiapan
dokumen pendukung.

c) Menentukan kriteria evaluasi:
( 1) Evaluasi Berdasarkar Harga Terendah

Eva-luasi terhadap pemenuhan persyaratan minimal. Untuk
pekerjaan yang memiliki risiko rendah namun total belanjanya
besar. Penetapan pemenang berdasarkan penawaran dengan
nilai terendah yang memenuhi persyaratan minimal.

(2)Evaluasi Berdasarkan Sistem Nilai
Digunakan untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.
Evaluasi dengan cara memberikan penilaian terhadap unsur
teknis (tidak termasuk biaya). Penetapan pemenang ditentukan
berdasarkan nilai teknis tertinggi dan harga hasil negosiasi.



c) Lembar data penawaran (LDP & LDK);
d) Bentuk surat penawaran;
e) Lingkup peke{aan, spesifftasi barang/jasa;
fl Ra-ncalgan kontrak berikut tata cara pembayaran;
g) Data teknis yang relevan;
h) Harga Perkiraan Sendiri (oizner's estimatell
i) Bill of Quantities;
j) Jangka waktu pelaksanaan;
k) Lampiran gambar (apabila ada).
l) Lampiran terkait lainnya (apabila ada).

b. Pelaksanaan Quotation
1) Undangan kepada Penyedia

Pokja Pemilihan menyampaikan undangan kepada minimal 3 (tiga)
penyedia barang/jasa da-lam DPT.

2) Penyedia menyampaikan konfirmasi kesediaan mengikuti Quotation.
3) Pengambilan Dokumen Pemilihan

Penyedia barang/jasa terpilih mengambil Dokumen Pemilihan sesuai
hari, tartggal, waktu, dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam
undangan.

4) Pemberian penjelasan
a) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang

ditentukan dalam Dokumen Pemiliharr, serta diikuti oleh penyedia
barang/j asa yang diundang.

b) Ketidakikutsertaan penyedia barangl jasa pada saat pemberian
penjelasarr tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/
menggu gurkan penawaran.

c) Pemberiarr penjelasan dila-kukan untuk memberikan penjeiasan
terhadap Dokumen Pengadaan dan/ atau penjelasaa lapangan.

d) Apabila dari hasil pemberian penjelasan terdapat perubahan yang
penting dan perlu dilakukan, maka Pokja Pemilihan menuangkan
da.lam Adendum Dokumen Pengadaan.

e) Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh penyediabarang/
jasa untuk mengambil salinan Berita Acara Penjelasan dan
Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada).

5) Pemasukal Penawaran :

a) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Penawaran harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan.

b) Penawaran disampaikan kepada Pokja Pemilihan sebelum batas
akhir pemasukan penawa-ran yang telah ditentukan sesuai dengan
jadwa-l yang telah disusun oleh Pokja Pemilihan serta segala resiko
keterlambatan dan kerusakan menjadi resiko penyedia
barang/jasa.

c) Pokja Pemilihan menolak Penawaran yang masuk setelah batas
akhir pemasukan penawaran.
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6) PemLrukaan Penawaran :

a) Pembukaan Penawaran diiakukan pada hari y€rng s.rma segera
setelah batas akhir pemasukEln penawaran.

b) Penyedia barang/jasa yalg memasukkan Penawaran diperbolehkan
mengikuti pelaksanaan pembukaan Dokumen Penawaran.

c) Pokja Pemilihan membuka Penawa-ran dan menyampaikan kepada
para penyedia barang/jasa mengenai kelengkapan Penawaran,
meliputi:
(1)Nama penyedia barang/j asa;
(2)Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan masa

berlaku penawa-ran dan harga penawaran;
(3) Kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

d) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran
yarrg berisi rangkuman pelaksanaan pembukaan penawaran,
sekuralg-kuralgnya memuat: jumlah Penawaran yang masuk
berikut harga penawarannya, jumlah Penawaran yang dinyatakan
lengkap dan tidak lengkap, keterangan lain yang dianggap perlu.

e) Pokja Pemilihan tidak diperbolehkal menggugurkan penawa-r€rn
pada pembukaan dokumen penawa.ran.

7) Evaluasi Penawaran :

a) Pokja Pemilihan melakukan eva.luasi sesuai kriteria, persyaratan,
dan ta-hapan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

b) Pokja Pemilihan dan penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan
menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi
Penawaran.

c) Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan
penyedia barang/jasa. Hasil klarilikasi menjadi dasar untuk
menerima atau menggugurkan Penawaran.

9) Penetapan dan pengumuman pemenang
a) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang berdasarkan Berita Acara

Evaluasi Penawaran.
b) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus

memuat: nama paket peke{aan dan tota.l biaya peke4'aan, nama
dan alamat penyedia serta harga penawar.rn.

8) Pembuatan Berita Acara Eva-luasi
Pokja Pemilihan membuat da-n menandatalgani Berita Acara evaluasi
yang paling sedikit memuat:
a) Nama seluruh Penyedia Barangl Jasa yang memasukkan

Penawaran;
b) Metode evaluasi yang digunakan dan unsur-unsur yang dievaluasi;
c) Hasil eva-luasi penawEu€rn berupa keteralgan penyedia

baralg/jasa yalg lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
evaluasi dan alasan penyedia barang/jasa tidak lulus;

d) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
pelaksanaan pelelaagan;

e) Talggal dibuatnya Berita Acara; dan
f) Pernyataan bahwa pelaksanaan Quotation gagal apabila tidak ada

penawararl yang memenuhi syarat.



c) Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dal pemenang
cadangan di website Unesa

lol Debnefing lagi penyedia barang/jasa yang tidak terpilih;
a) Penyedia barang/jasa yang berkeinginan untuk mendapatkan

debriefing (penjelasan penyebab gugurnya penawaran), harus
mengajukan permintaan penjelasan secara tertulis kepada Pokja
Pemilihan.

b) Pokja Pemilihan hams segera memberikan penjelasan penyebab

SuSurnya Wn waran Penyedia Barang/Jasa.
c) Dalanr hal penyedia barang/ jasa melninta rapat debriefing, nlaka Pokja

Pemilihan mengalokasikan waktu dan tenlpat untuk pelaksanaan rapat
debriefing.

d) Penyedia barang/ jasa dapat menSajukan Wngaduan kepada KPA, jika
debriefing dari Pokja belun mentuaskan.1 1) Da.lam hal hanya 1

penyedia barang/jasa yang memasukkan dokumen penawa.ran,
eva.luasi penawaran tetap dilanjutlan.

D.TENDER

1) Metode ini merupakan metode pemilihan penyedia baraag/jasa dengan
kompetisi terbuka dan dapat diikuti penyedia barang/jasa yang mampu dan
memenuhi kua-lilikasi.

2) Kriteria pengadaan menggunakan metode tender digunalan untuk
pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaaa konstruksi dengan nilai di
atas Rp 2.500.000.000,0O (dua miliar lima ratus juta rupiah);

3) Pengadaan Jasa konsultansi dengal nilai diatas 3OO juta
4) Jenis metode tender:

a. Tender terbuka
Digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang spesifrkasinya mudah
dirumuskarr, jumlah penyedia yang mampu banyak, harga bersaing.

b. Tender terbatas
Digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi khusus,
penyedia yang mampu terbatas, dal/ atau kebutuhan waktu tidak
memungkinkan untuk tender terbuka.

c. Tender dua tahap
Digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang kompleksitas teknisnya
tinggi, pekerjaan yang baru dan belum pernah dilaksalakan, pemmusan
spesifikasi harus melibatkan konsultasi dan negosiasi dengan penyedia
barang/jasa potensial, melibatkan teknologi tinggi, teknologi yang cepat
berubah, inovasi tinggi.

5) Pengadaan barang/jasa dengan metode Tender dilaksanakan dengan tata
cara sebagai berikut:
a. Tahapan perencanaan tender

1) Persiapan
a) PPK mengajukan permintaal pengadaan kepada Pokja Pemilihan.
b) Perencana Pengadaan PPllmembahas dokumen rencala pengadaan

barang/jasa dengan Pokja Pemilihan untuk memastikan
kelengkapan dan kesiapan dokumen pendukung.

-7 -
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c) Menentukan kriteria evaluasi:
( 1)Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah

Evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan minimal. Penetapan
pemenang berdasarkan penawaran dengan harga terendah ya-ng
memenuhi persyaratan minimal.

(2)Evaluasi Berdasarkan Skor Pembobota.n
Evaluasi dengan cara memberikan nilai berdasarkan pembobotan
terhadap kriteria-kriteria yang ditentukan termasuk biaya.
Penetapan pemenzrng berdasarkan penawar€rn dengan skor
terbesaJ.

(3) Evaluasi Berdasarkan Sistem Nilai
Digunakan untuk pekerj aarr yang memiiiki risiko tinggi. Evaluasi
dengan cara memberikan penilaian terhadap unsur teknis (tidak
termasuk biaya). Penetapan pemenang berdasarkan nilai teknis
tertinggi dan harga hasil negosiasi.

(4)Evaluasi Berdasarkan Passing Grade dengan Harga Terendah
Evaluasi dengal ca-ra memberikan nilai pada penawaran teknis.
Penetapan pemenang berdasarkan nilai teknis yang memenuhi
passing grade dengan harga terendah.

(5) Evaluasi Berdasarkan Total Biaya Kepemilikan
Evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan minimal. Penawara-n
yang memenuhi persyaratan minimal kemudian dilakukan
penilaian terhadap komponen biaya pembelian, biaya operasional,
biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, biaya pembuangan, biaya
modal, biaya lainnya, dal pertimbangan lain. Penetapan
pemenang berdasarkan penawaran dengan total biaya kepemilikan
terendah.

d) Menentukan metode kualifikasi
Penilaian kualifrkasi dilakukan terhadap kapabilitas dan sumber
daya yang dimiliki penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan
pekerjaan, termasuk: pengalaman peke{aan sejenis, kemampuan
keuangan, peralatan dan tenaga ahli yang dimiliki. Metode
kualifikasi yang digunakan yaitu :

( 1) Prakualifftasi adalah penilaian kualifrkasi yang dilakukan
sebelum pemasukan penawa.ran. Digunakaa untuk pengadaan
baralg/jasa dengan spesilikasi khusus, penyedia yang mampu
terbatas, kompleksitas teknisnya tinggi, pekerj aan yang baru dan
belum pemah dilaksanakan, pemmusan spesifikasi harus
melibatkan konsultasi dan negosiasi dengan penyedia
barang/jasa potensial, melibatkan teknologi tinggi, teknologi yang
cepat berubah, inovasi tinggi atau kondisi dimarra dibutuhkan
biaya tinggi dalam menyiapkan detail penawaran sehingga
diperkirakan akan men gurangi persaingan.

(2)Pascakua.lifikasi adalah peniiaian kualifrkasi yang dilakukan
bersamaan dengan pemasukan penawaran. Digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana, menggunakan
teknologi sederhana, dan/atau jumlah penyedia banyal.



-9-

e) Menentukan metode pemasukan Dokumen Penawaral
Pokja Pemilihan memilih salah satu di antara metode pemasukan
dokumen penawaran sebagai berikut:
(l)Metode satu sampul

Digunakan untuk pemilihan dimana eva-luasi teknis tidak
dipengaruhi oleh penawaran harga.

(2)Metode dua sampul
Digunakan untuk pemilihan dimana evaluasi teknis dipengaruhi
oleh penawaran harga.

(3)Metode dua tahap
Digunakan untuk pemilihan terkait peke{aan kompleks,
membutuhkan penyetaraan teknis, melibatkan teknologi tinggi,
teknologi yang cepat berubah, inovasi tinggi.

f) Menyusun tahapan darr jadwal pelaksanaan tender
( l)Tahapan tender terbuka meliputi:

(a) Pengumuman;
(b) pengambilan Dokumen Pengadaan;
(c) Pemberian penjelasan;
(d) Pemasukan Dokumen Penawaran;
(e) Pembukaan Dokumen Penawaran;
(f) Evaluasi Dokumen Penawaran:
(g) Klarifrkasi dan negosiasi fika diperlukan);
(h) Penetapan pemenang;
(i) Pembuatan Berita Acara;
(j) Debriefing bagi penyedia barang/jasa yang tidak terpilih.

Alokasi waktu untuk masing-masing tahapan ditentukan oleh
Pokja Pemilihan dengan mempertimbangkan kebutuhan
waktu yang cukup bagi penyedia dalam menyiapkan Dokumen
Penawaran. Penyusunan jadwal menggunakan Hari dan Jam
Kerja. Apabila setelah debriefing, ditemukan kesalahan po\a,
maka dapat dilakukan evaluasi ulang atau tender ulang.

(k) Penerbitan SPPBJ
(I) Penandatangan kontrak

(2)Tahapan tender terbatas/dua tahap meliputi:
(a) Pengumuman dan/ atau undangan prakualifftasi;
(b) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
(c) Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
(<1) Penetapan hasil kualifikasi;
(e) Pengumuman hasil kualifikasi;
(f) Debiefing bagi penyedia barang/jasa yang tidak lulus

kualifrkasi;
Apabila setelah debriefing, ditemukan kesalahan pokja, maka
dapat dilakukal evaluasi ulalg atau tender ulang.

Q) Undangan;
(h) Pengambilan Dokumen Pemilihan;
(i) Pemberian penjelasan;
() Pemasukan Dokumen Penawaral;
(k) Pembukaan Dokumen Penawaran;
(l) Evaluasi Dokumen Penawaran:
(n0 Klarifrkasi dan negosiasi (jika diperlukan);
(n) Penetapan pemenang;
(o) Pembuatan Berita Acara;
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(p)

(q)
(r)

Debiefing dapat diberikan bagi penyedia barang/jasa yarg
tidak terpilih.

Alokasi waktu untuk masing-masing tahapan ditentukan oleh
Pokja Pemilihan dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu
yang cukup bagi penyedia dalam menyiapkan Dokumen
Penawaran. Penyusunan jadwal menggunakan Hari dan Jam
Kerja. Apabila setelah debriefing, ditemukan kesalahan pokja,
maka dapat dilakukan evaluasi ulang atau tender ulalg.

Penerbitan SPPBJ
Penandatanganan kontrak

g) Menyiapkan Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan terdiri atas Dokumen Kualifrkasi dan
Dokumen Pemilihan. Dokumen pengadaan harus mencakup
informasi yang dibutuhkan oleh penyedia barang/ jasa utuk
mengajukan penawaran termasuk: persyaratan, tata cara, dan
tahapan evaluasi terhadap penyedia barang/jasa. Sekurang-
kurangnya meliputi:
(1) Pengumuman / undangan;
(2) Instruksi kepada penyedia barang/jasa;
(3) Lembar data penawaran (LDP & LDK);
(4) Bentuk surat penawaran;
(5) Lingkup pekerjaan, spesifikasi barang/jasa;
(6) Rancangan kontrak berikut tata ca-ra pembayaran;
(7) Data teknis yang relevan;
(8) Bill of quantities;
(9) Jangka waktu pelaksanaan;
( 10) Lampiran gambar (apabila ada);
(1 1) Lampiran terkait lainnya.

b. Pelaksanaan tender

1) Tender Terbuka
a) Pengumumal

Po$a Pemilihan mengumumkan tender terbuka melalui website
Unesa. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia
barang/jasa dalam negeri yarrg mampu menge{a}an, pelelangan
diumumkan pula di website komunitas internasional.

b) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan
(1) Penyedia barang/jasa terdaftar di DPT Unesa
(2) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pendaftaran sebelum

mengambil Dokumen Pengadaan.
(3) Penyedia barang/jasa dapat mengambil Dokumen Pemilihan

sesuai hari, tangga.l, waktu, dan tempat pengambilal yang
ditentukan dalam pengumuman.

c) Pemberian penjelasan
(1) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang

ditentukan, serta dihadiri oleh peserta yang telah mendaftar.
(2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak

dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan
penawaran.



d) Pemasukan Penawaran;
(1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Penawaran harus

mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan.

(2) Penawaran disampaikan kepada Pokja Pemilihan sebelum batas
akhir pemasukan penawaran yang telah ditentukan sesuai
jadwal yarrg tela.l. disusun oleh Pokja Pemilihan serta segala
resiko keterlambatan dan kerusakan menj adi resiko penyedia
barang/jasa.

(3) Pokja Pemilihan menolal Penawaran yang masuk setelah batas
akhir pemasukan penav/aran

e) Pembukaan Penawaran
(1) Pembukaal Penawaran dilakukan pada hari yang s€rma segera

setelah batas akhir pemasuk€rn penawararl.
(2) Penyedia barang/jasa yang memasukkan Penawaran

diperboiehkan mengikuti pela1<salaal pembukaan Dokumen
Penawaran.

(3) Pokja Pemilihan membuka Penawaran dan menyampaikan
kepada para penyedia barang/jasa mengenai kelengkapan
Penawaran, meliputi:
(a) Nama penyedia barang/ jasa;
(b) Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan masa

berlaku penawaran dan harga penawaran (kecuali untuk
Tender Dua Tahap atau yang menggunakan Metode Dua
Sampul);

(c) Kelengkapal dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
(4) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran

ya;rg berisi rangkuman pelaksanaan pembukaan penawaran,
sekurang-kurangnya memuat: jumlah Penawaran yang masuk
berikut harga penawarannya, jumlah Penawaran yang
dinyatakan lengkap dan tidak lengkap, keterangan lain yang
dianggap perlu, tanda tangan Pokja Pemilihan dan saksi dari
perwakilan peserta.

(5) Dalam pembukaan Penawaran, Pokja Pemilihan tidal<
meluluskan atau menggugurkan penawaran.

f) Evaluasi Penawaran
(1) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi sesuai kriteria,

persyaratan, dan tahapan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan.

(2) Pokja Pemilihan dan penyedia barang/jasa tida.k diperbolehkan
menambah, mengurangi, mengganti, dan/ atau mengubah isi
Penawaran.
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(3) Pemberian penjeiasan diiakukan untuk penjelasan terhadap
Dokumen Pengadaan dan penjelasan lapangan.

(4) Apabila dari hasil pemberian penjelasan terdapat perubahal
yang penting dan perlu dilakukan, maka Pokja Pemilihan
menuangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

(5) Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta
untuk mengambil salinan Berita Acara Penjelasan dan Adendum
Dokumen Pengadaan (apabila ada).
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(3) Apabila dalam eva-luasi terdapat ha-l-hal yang kurang jelas atau
meraguka-n, Po$a Pemilihan melakukan klarifikasi dengan
penyedia barang/jasa. Hasil klarifikasi menjadi dasar untuk
menerima atau menggugurkan Penawaran.

g) Pembuatan Berita Acara Evaluasi Penawaran
Pokj a Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Tender
yang paling sedikit memuat:
(1) Nama seluruh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan

Penawaran;
(2) Metode evaluasi yang digunakan dan unsur-unsur yang

dievaluasi;
(3) Hasil evaluasi penaw€ran berupa keterangan penyedia barang/

jasa yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi dan
alasan penyediabarang/ jasa tidak lulus;

(4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
pelaksanaan pelelangan;

(5) Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
(6) Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada di website

Unesa penawaran yang memenuhi syarat.

h) Penetapal da-n pengumuman pemenang
(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang berdasarkan Berita

Acara Eva]uasi Penawaran.
(2) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya da.rr

harus memuat: nama paket pekerjaan dan total biaya pekerjaan,
nama darr alamat penyedia serta harga penawaran.

(3) Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang
cadangan di website Unesa.

ll Debriefing bagi penyedia barang/jasa yang tidak terpilih
(1) Penyedia barang/jasa yang berkeinginan untuk mendapatkan

debiefing (penjelasan) penyebab gugurnya penawaran harus
mengajukan permintaan penjelasan secara tertulis kepada Pokja
Pemilihan.

(2) Pokja Pemiiihan harus segera memberikan penjelasan penyebab
gugurnya penawaran Penyedia Barang/Jasa.

(3) Dalam hal penyedia barang/jasa meminta rapat debriefing,
maka Pokja Pemilihan mengalokasikan waktu dart tempat untuk
pelaksarraan r apat deb iefing.

2) Tender Terbatas/Dua Tahap :

a) Pengumumaa/undangal prakualifikasi;
(1) Pokja Pemilihal mengumumkan prakualifikasi mela-lui website

Unesa. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada
penyedia barang/jasa dalam negeri yang mampu menge{al<an,
tender dapat diumumkan pula di website komunitas
internasional.

(2) Undangan prakualifrkasi diberikan kepada para penyedia
barang/jasa potensial yang diperkirakan memiliki kemampuan
dan kua-lifikasi yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan.
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(3) Pengumuman/Undangan Prakualifikasi memuat sekurang-
kurangnya informasi tentang:
(a) Uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan
(b) Perkiraan total biaya pekeq'aarr
(c) Syarat- syarat penyedia barang/jasa
(r1) Tempat, tanggal, hari, darl waktu pendaftaran dan

pengambilan Dokumen.
(e) Alamat kontak Pokja Pemilihan

b) Pendaftararr dalr pengambilan Dokumen Prakualifikasi;
(1) Penyedia barang/jasa terdaftar di DPT Unesa
(2) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pendaftaran sebelum

mengambil Dokumen Kualifftasi.

c) Pemasukan dan eva.luasi Dokumen Kualifikasi :

(1) Penyedia barang/jasa mengisi dan melengkapi Dokumen
Kualifrkasi.

(2) Metode pemasukal, tata cara pembukaan dal evaluasi
Dokumen Kualifikasi harus mengikuti ketentuan yarrg
dipe rsyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.

d) Penetapan dalr pengu.muman hasil kualifikasi :

(1) Pokja Pemilihan menetapkan daftar peserta yang lulus
kualifikasi.

(2) Apabila peserta yarrg lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga),
pelelan gan dinyatakan gagal.

(3) Pokja Pemilihan mengumumkan hasil kualifftasi melalui
website Unesa dan papan pengumuman resmi yang dapat
dialses secara terbuka.

el Debriefing bagi penyedia barang/jasa yang tidak lulus kualifikasi :

(1) Penyedia barung/ jasa yang berkeinginan untuk mendapatkan
debriefing (penjelasan) penyebab tidak lulus kualifikasi harus
menSajukan permintaan penjelasan secara tertulis kepada Pokja
Pemilihan.

l2l Pokja Pemilihan harus segerz memberikan penjelasan penyebab tidak
lulusnya kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa.

(3) Dalanr hal penyedia barang/ jasa meminta rupat debtiefing, maka
Pokja Pemiiihan mengalokasikan waktu dan tempat untuk pelaksanaan
rapat debriefinr.

(4) Penyedia barang/ jasa dapat mengajukan pengad:uan kepada KPA, jika
debriefing dari Pokja belum memuaskan.

fl Undangan dan pengambilan Dokumen Pemilihan :

(1) Pokja Pemilihan mengundang seluruh peserta yang lulus
kualifrkasi untuk mengambil Dokumen Pemilihan.

(2) Hanya penyedia barang/jasa yang lulus kualifrkasi dan
diundalg yang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.

(3) Penyedia barang/jasa dapat mengambil Dokumen Pemilihan
sesuai hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan yang
ditentukaa dalam undangan.
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g) Pemberian penjelasan :

(1) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentuka;r, serta dihadiri oleh peserta yalg diundang.

(2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan
penawafan.

(3) Pemberiarr penjelasan dilakukan untuk penjelasan terhadap
Dokumen Pemilihan dan penjelasan lapangan.

(4) Apabila dari hasil pemberian penjelasan terdapat perubahan
yang penting dan perlu dilakukan, maka Pokja Pemilihan
menuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

(5) Pokia Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta untuk
mengambil salinan Berita Acara Penjelasan dan Adendum
Dokumen Pemilihan (apabila ada).

h) Pemasukan Penawaran :

(1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Penawaran harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pemilihan.

(2) Penawaran disampaikan kepada Pokja Pemilihan sebelum batas
alhir pemasukan penawaral yang telah ditentukan sesuai
j adwal yang telah disusun oleh Pokja Pemilihan serta segala
resiko keterlambatan darr kerusakan menjadi resiko penyedia
barang/jasa.

(3) Pokja Pemilihan menola-k Penawaran yang masuk setelah batas
akhir pemasukan penawaran

i) Pembukaan Penawa.ran :

(1) Pembukaan Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera
setelah batas akhir pemasukan penawaran.

(2) Penyedia barang/jasa yang memasukkan penawa.ran
diperbolehkan mengikuti pelaksanaan pembukaan penawaran.

(3) Pokja Pemilihan membuka Penawaran dan menyampaikan
kepada para penyedia ba:"angl jasa mengenai kelengkapan
Penawaran, meliputi:
(a) Nama penyedia barang/jasa;
(b) Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan masa

berlaku penawa.ran dan harga penawaran (kecuali untuk
Tender Dua Tahap atau yang menggunakan metode dua
sampul);

(c) Kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
(4) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran

yang berisi rangkuman pelaksanaan pembukaan penawaran,
sekurang-kuralgnya memuat: jumlah penawaran yalg masuk
berikut harga penawaJannya, jumlah penawaran yarrg
dinyatakan lengkap dan tidak lengkap, keterangan lain yang
dianggap perlu, tanda tangan Pokja Pemilihan dan saksi dari
perwakilan peserta.

(5) Dalam pembukaan Penawaran, Pokja Pemilihan tidak
meluluskan atau menggugurkan penawaran.
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j) Evaluasi Penawaran :

(1) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi sesuai kriteria,
persyaratan, dan tahapan yang tela-h ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.

(2) Pokja Pemilihan dan penyedia barang/jasa tidak diperbolehkart
menambah, mengurangi, mengganti, dan/ atau mengubah isi
Dokumen Penawaran.

(3) Apabila dalam evaluasi terdapat hal-ha1 yang kurang jelas atau
meragukan, Po$a Pemilihan melakukan klarifikasi denga-n
penyedia barang/jasa. Hasil klarifikasi menjadi dasar untuk
menerima atau menggugurkal penawaran.

k) Pembuatan Berita Acara Evaluasi Penawaran
Po\ia Pemilihal membuat dan menandatangani Berita Acara Tender
yang paling sedikit memuat:
(1) Nama seluruh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan

Penawaran;
(2) Metode evaluasi yang digunakan dan unsur-unsur yang

dievaluasi;
(3) Hasil evaluasi penawaran berupa keterangan penyedia

barang/jasa yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
eva-luasi dan alasan penyedia barang/jasa tidak lulus;

(4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
pelaksalaan pelelangan ;

(5) Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
(6) Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada

penaw.rran yalg memenuhi syarat.

l) Penetapal dan pengumuman pemenang :

(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang berdasarkan Berita
Acara Evaluasi Penawaran.

(2) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan
harus memuat: nama paket pekerj aan dal total biaya pekerjaan,
nama dan a-lamat penyedia barang/jasa serta harga penawaran.

(3) Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang
cadalgal di website Unesa.

ml Debriefing bagi penyedia barang/jasa yang tidak terpilih ;

(l) Penyedia baralg/jasa yang berkeinginan untuk mendapatkan
debiefing (penjelasal) penyebab gugurnya penawaran harus
mengqjukan permintaan penjelasan secara tertulis kepada Pokja
Pemilihan.

(2) Pokja Pemilihan harus segera memberikan penjelasan penyebab
gugurnya penawaran Penyedia Barang/Jasa.

(3) Dalarn hal penyedia barang/jasa meminta tapat debiefing,
maka Pokja Pemilihan mengalokasikan waktu darr tempat untuk
pelaksarraan r apat debiefing.

(4) Penyedia barang/ jasa dapat ntengajukan pengaduan kepada KPA,jika
debriefing dari Pokja belum memuaskan.



-16-

E. PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Metode ini merupakan metode pemilihan langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa yang diyakini mampu dan memenuhi kualilikasi berdasarkal
keadaan tertentu dan kriteria khusus.

2. Pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukan Langsung
dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Perencanaan Penunjukan Langsung
1) Persiapan

a) PPK mengajukan persetujuan permintaal Penunjukan Langsung
kepada KPA dan bilamana perlu dilengkapi dengan telaah telmis
dari ahli yang berkompeten.

b) PPK mengajuka-n permintaan Penunjukan Langsung kepada Pokja
Pemilihan.

c) PPK membahas dokumen rencana pengadaan barang/jasa dengan
Pokja Pemilihan untuk memastikan kelengkapan dan kesiapan
dokumen pendukung.

2) Metode pemasukar dokumen penawaran menggunakan metode satu
sampul.

3) Menyrrsun tahapan darr jadwa.l pelal<salaan Penunjukan Langsung,
yang terdiri dari:
a) Peninjauan kondisi lapangan (bilamana diperlukan)
b) Penyampaian undangan kepada penyedia barang/jasa dilampiri

Dokumen Pengadaan;
c) Pemberian penjelasaa;
d) Pemasukan penawaran;
e) Pembukaan penawaran;
fl Evaluasi, klarifrkasi, dan negosiasi penawaran;
m) Penetapan penyedia;
n) Pembuatan Berita Acara.

Alokasi waktu untuk masing-masing tahapan ditentukan oleh
Pokj a Pemilihan dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu
yang cukup bagr penyedia dalam menyiapkan Dokumen
Penawaran.

o) Penerbitan SPPBJ
p) Penandatanganan kontrak

4) Menyiapkan Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaarr harus mencakup ketentuan dan informasi yang
dibutuhkan oleh penyedia barang/jasa untuk mengajukan
penawa-rar termasuk: persyaratan, tata cara, dan tahapan evaluasi
terhadap penyedla barang/jasa. Sekuralg-kurangnya meliputi:
a) Undangan kepada penyedia Barang/Jasa;
b) Instruksi kepada penyedia barang/jasa;
C Lembar data penawaran (LDP & LDK);
d Bentuk surat penawaran;
e Lingkup pekerjaal, spesifrkasi barang/jasa;
f) Rancangan kontrak berikut tata cara pembayaran;
g) Data teknis yang relevan;
h) Harga Perkiraan Sendiri (oruner's estimatel;
il Bill of Quantities;
j) Jangka waktu pelaksanaan;
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k) Lampiran gambar (apabila ada);
1) Lampiran terkait lainnya.

4) Pemasukan darr Pembukaan Penawaran:
a) Penawaran disampaikan kepada Pokja Pemilihan sebeium batas

akhir pemasukan penawar€rn yang telah ditentukan sesuai dengan
jadwal yang telah disusun oleh Pokja Pemilihan serta segala resiko
keterlambatan dan kerusakarr menjadi resiko penyedia barang/jasa.

b) Pokja Pemilihan menolak Penawaran yang masuk setelah batas
akhir pemasukan penawaran.

c) Pembukaan Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera
setelah batas akhir pemasukan penawaran.

5) Evaluasi, klarilikasi, dan negosiasi Penawalan:
a) Pokja Pemiiihan melakukan evaluasi sesuai kriteria, persyaratan,

dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
b) Apabila dalam eva.luasi terdapat hal-hal yang kurang jelas atau

meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan penyedia
barang/jasa.

c) Evaluasi dan klarifikasi dapat dilakukan dalam bentuk presentasi
dari penyedia barang/jasa.

d) Hasil klarifftasi menjadi dasar untuk negosiasi.
e) Negosiasi dilakukan terhadap aspek teknis dan biaya.
f) Dalam hal negosiasi tidak dicapai kesepakatal, maka Penunjukan

Langsung dinyatalan gagal.

b. Pelaksanaan Penunjukan Langsung
1) Peninjauan kondisi lapangan (bilamana diperlukan)

Pokja Pemi'lihan, PPK dan calon penyedia terpilih melakukan
peninjauan lapangan untuk merumuskan lingkup pekerjaan yang
akan dila]<sana.karr.

2) Undangan kepada Penyedia
Pokja Pemilihan menyampaikan undangan kepada calon penyedia
barang/jasa terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan.

3) Pemberian penjelasan
a) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waltu yang

ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, serta dihadiri oleh penyedia
barang/jasa yang diundang.

b) Ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat pemberian
penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/
men ggugurkan penav/aran.

c) Pemberian penjelasan dilakukan untuk memberikan penjelasan
terhadap Dokumen Pengadaan dan/ atau penjelasaa lapangan.

d) Apabila dari hasil pemberian penjelasan terdapat perubahan yang
penting dan perlu dilakukan, maka Pokja Pemilihan menuangkan
dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

e) Pokj a Pemilihan memberita-hukan kepada penyedia barang/jasa
untuk mengambil salinan Berita Acara Penjelasan dan Adendum
Dokumen Pengadaan (apabila ada).
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6) Pembuatan Berita Acara Evaluasi, Klarihkasi, dan Negosiasi
Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi,
Klarifikasi, dan Negosiasi yang paling sedikit memuat:
a) Mama Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan Penawaran;
b) Metode evaluasi yang digunakan dan unsur-unsur yang dievaluasi;
c) Hasil evaluasi, klarifrkasi, dan negosiasi penawaran;
d) Keterangal-keterangan lain ya-rtg dianggap perlu mengenai

pelaksanaan pelelangan ;

e) Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
fl Pernyataan bahwa pelaksanaan Penunjukan Langsung gagal

apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan.
F. PEMBELIAN BARANG BEKAS

Pembelian barang bekas dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
l) Persiapan pembelian barang bekas :

a. PPK mengajukan persetujuan permintaan pembelian barang bekas
kepada Rektor Unesa dan bilamana perlu dilengkapi dengan telaah
teknis dari ahli yang berkompeten dan/atau appraisal.

b. PPK mengajukan permintaan pembelian barang bekas kepada Pokja
Pemilihan/PP.

c. Pokja Pemilihan / PP melaksanakan proses pembelian.
2) Pelaksanaan pembelian barang bekas :

a. Undangan atau pemberitahuan rapat kepada Pemilik bara-ng
1) Pokja Pemilihan / PP menyampaikan undangan atau

pemberitahuan rapat kepada pemilik barang terpilih.
2) Rapat dapat dilakukan di lokasi yang disepakati Pokja

Pemilihan/ PP dan Pemilik barang.
b. Rapat Evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi harga

1) Pokja Pemilihan/ PP melakukan evaluasi dan klarifikasi
administrasi kepemilikan baran g.

2) Hasil evaluasi dan klarifikasi menjadi dasar untuk negosiasi
harga.

3) Dalam hal negosiasi tidak dicapai kesepakatan, maka pembelian
barang bekas dinyatakan gagal.

c. Pembuatan Berita Acara Pembelian
Pokja Pemilihan membuat Berita Acara pembelian barang yang
paling sedikit memuat:
1) Nama Pemilik Barang;
2) Hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi harga;
3) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai

pelaksanaan pembelian ;

4) Tanggal dibuatnya Berita Acarai dan
5) Pemyataan bahwa pelaksanaan pembelian barang gagal apabila

negosiasi tidak mencapai kesepakatan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tangga.l 3O April 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum dan Keuangan,
ttd
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A. PROSEDUR PENDAMARAN PEI{YEDIA BARANG/JASA
1. Penyedia Barang/Jasa melakukan pendaftaran di Website Unesa.
2. Penyedia Barang/Jasa berbentuk badan usaha melakukan pendaftaran

dengan membawa dokumen yang terdiri atas:

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2O2O

UNWERSITAS NEGEzu SURABAYA
TEIVTANG PEDOMAN PENGANAAN
BARANG/JASA BADAN I.AYANAN I.IMUM
UNNtsRSITAS NEGEzu SURABAYA

PROSEDUR PEIYYUSUNAN DAF"IAR PEI\iYEDIA TERPILIH (DPI)

. Formulir keikutsertaan/pendaftaran;

. Surat kuasa (apabila dikuasakan);

. Surat pernyataan penunjukan admin;
. Surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai dengan jenis bidang usaha

(NIB), atau SIUP & TDP atau SIUJK
. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

Akta pendirian perusahaar dan akta perubahan terakhir, dalam hal terjadi
perubahan;
Surat keterangan domisili;
Daftar pengalamal Perusahaan;
Laporal Keuangan Perusahaan;
Bukti Lapor Tal.unan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) tahun
terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) tahun terakhir, kecua-li untuk
wajib pajak badan yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun; dan
KTP seluruh direksi/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di
perusahaan.

3. Penyedia Barang/Jasa berbentuk orang perseorangan melakukan
pendaftaran dengan membawa dokumen yang terdiri atas:
a. formulir keikutsertaan/ pendaftaran;
b. Daftar pengalaman;
c. NPWP pribadi;
d. Bukti Lapor Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi)

tahun terakhir;
e. Sertifikat keahlian atau ijasah terakhir yang dimiliki;
f. Surat keterangan domisili (surat keterangan tinggal dari KI/RW setempat);

dan
g. KTP.

4. Penyedia Barang/Jasa berbentuk badan usaha harus menyampaikan asli
dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2. Huruf a. sampai dengan
huruf c, dan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d. sampai
dengan huruf k.;

5. Penyedia Barang/Jasa berbentuk orang perseorzrngan harus menyampaikan
asli dokumen sebagaimala dimaksud pada angka 3. huruf a. dan huruf b.,
dan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan
huruf g.

a
b

d

e
f.

h
i.
i.

k
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6. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam angka 2. dan angka 3 beserta keseluruhan
fotokopi dokumen yang dipersyaratkan.

7. Dokumen pendaftaran yalg dinyatakan iengkap selaljutnya dilakukan
Verihkasi, sedangkan yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada
Penyedia Baralg/Jasa untuk dilengkapi.

B. PROSEDUR PELAKSANAAN VEzuFIKASI DOKUMEN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Verifrkasi dokumen Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara:
a. Melakukan Autentikasi dan Validasi dokumen sebagaimana dimaksud

pada Prosedur Pelaksalaan Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa angka 2
dan angfta 3; dan

b. Melakukan konfirmasi kepada Penyedia Barang/Jasa untuk meyakini
kebenaran data yang disampaikal. Pelaksanaan konfirmasi dapat juga
dilakukan kepada instansi penerbit dokumen-dokumen tersebut.

2. Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas
verifikasi:

a. Dalam hal dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa
dinyatakan autentik dan valid:
1) Menyimpan asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A.

angka 2. hurufa. sampai dengan huruf c. untuk penyedia barang/jasa
berbentuk badan usaha, atau hurufA, angka 3. huruf a, dan b, untuk
penyedia barang/jasa berbentuk orang perseorangan, beserta fotokopi
keseluruhan dokumen yang akan disimpan sebagai arsip;

2) Mengembalikan asii dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
angka 2. hurufd. sampai dengan hurufi, dan angka 3 huruf c, sampai
dengan huruf g. kepada Penyedia Barang/Jasa; dan

b. Dalam hal dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa
dinyatakan tidak autentik dan/atau tidak valid, petugas mengemba-likan
dokumen kepada Penyedia Barang/Jasa untuk dilengkapi.

3. VERIFIKASI PEI'IYEDIA BARANG/ JASA

a. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B. dapat disertai dengan
pelaksanaan Verifi kasi Lapangan.

b. Dalam hal pelaksanaan Verifikasi Lapangaa sebagaimana dimaksud pada
angka 1, ditemukan bahwa Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan
tindakan pemalsuan dokumen dan/atau pemalsuan data dan/atau
tindakan iainnya yang melanggar peraturan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah, Penyedia Barang/Jasa bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undalgan yang berlaku.

C. PEMBAHARUAN (UPDATEJ DATA

1. Dalam hal terdapat perubahan data, Penyedia Barang/Jasa harus
melakukan pembaruan data secara mandiri dan menyampaikan fotokopi
dokumen perubahan, dengan mendatargi ruang iayanan pendaftaran
pengadaan pada website Unesa.

2. Penyedia Barang/Jasa bertanggungjawab terhadap setiap data dan informasi
yang disampaikan, termasuk akibat hukum yang menyertainya.



D. PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian Kinerja Penyedia bertujuan untuk menyqiikan informasi kinerja
Penyedia Barang/Jasa sebagai referensi bagi pelaku pengadaan dalam
pengambilan keputusan.

2. Penilaian terhadap Kinerja Penyedia yang telah melaksanakan pekerl'aan,
dilakukan oleh PPK.

3. Penilaian Kinerja Penyedia didasarkan atas kualitas, kuantitas dan waktu
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

E. PROFIL PENYEDIA BARANG/JASA

1. Profil Penyedia Barang/Jasa merupakan informasi tentang Penyedia
Baralg/Jasa yang menggambarkan informasi awal berdasarkan data
pendaftaran, kine{a, dan sanksi dari Penyedia Barang/Jasa.

2. Prolil Penyedia Barang/Jasa dipublikasikan melalui Daftar Penyedia Terpilih.
3. Profrl Penyedia Barang/Jasa dapat digunakan sebagai referensi pengambilan

keputusan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 April 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,
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sesuai dengan aslinYa
Umum dan Keuangan, NURHASAN
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